INFOGRAFIS BLT DBHCHT 2023

Kabupaten Grobogan ¢ Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023

Rp 300.000

NOMINAL / BULAN

5 Bulan

DURASI BANTUAN

01. SASARAN PENERIMA MANFAAT

2 Tahap

MEKANISME SALUR

DBHCHT

SUMBER DANA

04. ALUR & MEKANISME PENDATAAN

Buruh Tani Tembakau

Pekerja di lahan tembakau (penyemaian s.d. pasca panen) yang
menerima upah dari perorangan/perusahaan. Dibuktikan Surat
Keterangan Kades.

Buruh Pabrik Rokok

Pelinting, pelabel, pengepak, QC, buruh gudang (SKT/SKM/
SPM/Cerutu/Tembakau Iris) & korban PHK masa pandemi. (Tidak
termasuk marketing, satpam, adm, distributor).

02. PERSYARATAN KRITERIA

~ Terdaftar di DTKS: Diprioritaskan terdata dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial.

~ Domisili Daerah: Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK)
Kabupaten Grobogan.

v Surat Keterangan: Keterangan Buruh Tani dari Kades/Lurah
atau Buruh Pabrik dari Pabrik Rokok.

~ Bukan Penerima Ganda Prov: Tidak menerima BLT
DBHCHT Pemprov Jateng di tahun berjalan.

v Prioritas Bantuan Sosial: Diutamakan keluarga yang belum
menerima Bansos Pusat, Provinsi, Kabupaten lain, atau BLT
Dana Desa.

03. TAHAPAN & SKEMA PENYALURAN

Tahap 1 (Juni & Juli): Disalurkan untuk alokasi 2 bulan
pembayaran.

Tahap 2 (Agustus, September, Oktober): Disalurkan untuk
alokasi 3 bulan pembayaran.

Ketentuan Khusus: Jika penerima meninggal dunia, bantuan
diserahkan ke ahli waris. Jika tidak di tempat, dapat diwakilkan
anggota keluarga dalam 1 KK.

Pemberitahuan: Dinsos bersurat ke Camat untuk
penugasan Kades/Lurah.

Pendataan & Verval: Desa/Kelurahan & Perangkat Daerah
mendata serta verifikasi calon.

Pengusulan Data: Kades/Lurah mengusulkan data ke
Dinsos melalui Camat.

Finalisasi Dinsos: Dinsos melakukan rekapitulasi, verval
akhir, dan penetapan SK.

Penyaluran: Lembaga Penyalur wajib mendistribusikan
maks. 14 hari kerja setelah dana & data diterima.

05. PERAN PENGELOLA KEGIATAN

Pengelola Tugas & Tanggung Jawab

Disnakertrans Koordinasi umum seluruh kegiatan

pemberian BLT.

Dinsos Perencanaan, pagu anggaran, juknis,
penetapan SK, penyediaan kanal aduan.

Dinas Pertanian Koordinasi & pemutakhiran data KPM,
sosialisasi, monev di tingkat kecamatan/

desa.

Lembaga Penyalur Penyaluran cash/transfer (maks 14 hari),

rekonsiliasi data, laporan realtime.

Pendamping (TKSK) Pendampingan salur, monitoring,
pengembalian dana gagal salur ke Kasda.

06. PENGAWASAN & EVALUASI

Pengawasan pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan secara berjenjang
untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas:

Bupati Grobogan < Inspektorat Daerah (Monev Berkala)

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan menyeluruh dan
melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati.

Infografis Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT DBHCHT Dinas Sosial Kabupaten Grobogan




	Infografis BLT DBHCHT 2023

